
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UT ARA 

NOMOR 10 TAHUN 2009 

TENT ANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
T AHUN ANGGARAN 2009 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada 185 ayat ( 4) Undang 
undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama Bupati 
Luwu Utara telah menyempumakan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2009 sesuai · dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
3519 /X/Tahun 2009 tanggal 3.0 Oktober 2009 tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009; ,, 

·:··, 
b. bahwa penyempurnaan sebagaimana climaksud huruf a, dilakukan agar · 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum 
dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2009. 

1. UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); · 

2. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia . 
Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 
Nomor 3826); · . : 

3. UndangtTndang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak A!3s .· 
Tanah dim Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3688) sebagaimana telah · diubah dengan UndangUndang. 
Nomor 22 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);'. 

UndangUndang Nomor 28 Ta!\�· 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang, bersih · dan Bebasdari .Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik )ndonesia Tahun )999:; Nomor 7�t: 
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851); .· . 
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5. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia · 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); ·· · · 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan- 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran !'9'egaraC .. 
Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran ijegara:' 
Republik Indonesia Nomor 4400); · , 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perericanaan .. 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); · · ·.· · · ·' .. � . 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahitri·'2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .. 2004 'Nomor · 125;: � 
Tambahan Lembaran Negara •Republik Indonesia Nomor · 4437) 
sebagaimana telah dlubah, terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 12 . . , , · 
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomi:>r :zr · ':, 
Tahun 2004 ten tang Pemerintah ·· Daerah (Lembaran Negara Rephbli\< . 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repu.olik · 
Indonesia Nomor 4844); · : : . · · ·:: · :·. . ': : ... · · . ": 

·:: � .; '. ': '. : . , . 

Undang-Undang Nomor.33 Tahtin,-200{ten�g Perimbangan Keua,tiga.ri ·.• .." 
antara Pemerintah Pusat dan Pemeriritahan.Daerah ·:(Leriibaran Negara, · :,: 
Republik. Indonesia Tahun 2004 'Nomor -126, Tambahan Lembaran · 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); · · · 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan · Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia T Ahun 
1977 Nomor 11, Tarnbahan Lemabran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 25); 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan ,. 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara' 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 · Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara �epublik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangari Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); :: 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi ;'.' 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49; · 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); · 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 -Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman . 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran' 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangari dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian'Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); . . . 

. · .. · 

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentani 
Tuniangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

.. ' · . 
. ·,·· :• 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nemer 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan . Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia . Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaari Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor,32 Tahun 
2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan·Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2009; · 

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 130 Tahun 2003 tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Dalam Negeri; 

33. PeraturanDaerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang 
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000. 
Nomor 4 Seri A Nomor 3); · · 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 �entjrig 
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu, Utara 
Tahun 2Q00 Nomor 7 Seri A Nomor 6); · · · · · ' 

36. 

35. Peraturan Daerah Kabupaten LuW'u Utara Nomor 8 Tahun 2000'tenfi.mg. 
Sumbangari Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2000 Nomor 8 Seri C Noinor 2);' · · 

Peraturan Daerah Kabupaten :f�wu Utara Nomor 10 Tahuri 2000 
tentang · Retribusi Izin Trayek . jLembaran Daerah Kabupaten 411� 
Utara Tahun 2000 Nomor 10 Seri� Nomor 2); 

' ' 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu: Utara Nomor 13 Tahun 2000: 

tentang Retribusi Peruntukan Pengunaan Tanah [Lembaran Daerah: 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 5); · 

. � . ' .... ", :, ;. . 
Peraturan Daerah Kabupaten Lu"'11 Utara Nom6r 14 Tsilil,iri 2009 
tentang Retrfbusi Terminal (Lemli¥an,Daerah Kabupaten L�wu T.Jjata 
Tahun 2000 Nomor 14 Seri B NoirtQr?Q); · · · · 

Peraturan Daerah Kabupaten Lu�·, Uatira Nomoi .. 16 Tahun 2000 
tentang Retribusi Parkir di. Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 8); 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkhol (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 19 Seri B Nomor 11}; 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor .20 Tahun 2000 
tentang Retribusi Tempaf Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara 1ahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12); 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000 
tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 Seri B Nomor 13}; 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nemer 25 Tahun 2000 
tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 44 Seri B Nomor 15); 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 6); 

37. 

41. 

42. 

43. 

44. 
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Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang 
. Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten . 
Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 ' 
Nomor7); 
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46. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2001 
tentang Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 78); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2001 
tentang Retribusi Surat Usaha lzin Perdagangan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 79); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2001::' 
tentang Retribusi lzin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Luwu 
Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 
80); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 37 =Tahun 2001 
tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Luwu 
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 
81); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2001 
tentang Iuran Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Utara Tahun 2001 Nomor 85); 

51. Peratuxan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2001 
fentang Retribusi Pelayanan Ketatausahaan dalam Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2001 Nomor 86); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2003 
tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Kabupaten 
Luwu Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 
Nomor02);. 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2003 
tentang · Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan 
Penumpang dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 03); · 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2Q03 
tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 04); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Andi 
Djemma (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 
05); . 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2004 Nomor 01); · 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004 
tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2004 Nomor 02); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 20� 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten ;dan 
Pemeriritah Desa Kabupaten Ltiwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten . 
Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 21); · · · .· · · 
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60. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2004 Nomor 23); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 20.05 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Ariggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Utara (Lembaran 
Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 01); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu . Utara Nomor 03 Tahun . 2005 
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 
2005 Nomor 03); · 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu ;utara Nomor 04 Tahun · 2005 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah l<abupaten Luwu Utara Tahun 
2005 Nomor 04); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun ·2005 
tentang Pajak Restoran (Lembaran 'Daerah Kabupaten Luwu 
Utara'Iahun 2005 Nomor 05); . 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2005 
tentang . Pengaturan Penggunaan Pelataran (Lembaran -Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 06); · 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tah{m -�605 .. 
Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten LU:wu Utara 
Tahun 2005 Nomor 7); · · , 

67. Peraturan Daerah Kabupaten 'Luwu Utara Nomor 11, Tahun, 2005 
tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwa 
Utara Tahun 2005 Nomor 11); 

68. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 TahUIJ.' 200q 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daereh 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001! Nomor 05); ,. '. ;, '.'.'.: c'. .. ··. . . . ... 

69. Peraturan Daerah Kabupaten .Luwu · Utara Nomor D3 T�� · 20Q7 :·.: 
ten tang Retribusi Pelayanan Pasar-. (Lembaran Daerah Kabupatan Luwu 
Utara Tahun 2007 Nomor 03); >:;;/, '. ',' . . . : '-'.: . ·i · >'::.. . 

70. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara ·Norn.or 04 Tahun 2007 
tentang Surat lzin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2007 Nomor 04}; 

71. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2008 
tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor L Tambahan Lembaran ,. 
Daerah Nomor 172); ' 

72. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 02 Tahun 200!! 
tentang Retribusi Atas Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 173); 

73. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 174); 

74. Peraturan Daer ah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 177); 
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2. Belanja 
a. Semula Rp. 493.273.104.368,00 
b. Bertambah Rp. 4.086.454.899,00 
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 497.359.559.267,00 
(Defisit) setelah Perubahan Rp. 42.340.827.767,94 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1. Semula, Rp. 43.336.748.368,00 
2. Bertambah Rp. 578.104.399,94 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 43.414.852767,94 

b. Pengeluaran 
1. Semula Rp. 1.574.025.000,00 
2. Berkurang Rp. · 500.000.000,00 
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.074.025.000,00 

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp.42.340.827.767,94 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah perubahan Rp.00 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: . 
a. Pendapatan asli Daerah 

1) Semula Rp. i8.831.293.200,00 
2) Bertambah Rp: >2.571.614.299,06 
Jumlah !'AD setelah Perubahan · •·· · · Rp. 21.402.907.499,06 

Rp. 2.970.082.000,00 

Rp. 409.780.125.000,00 

Rp.j10.8U.832.000,00 ..•. 
Rp. ,'. i.031.707.000,00 .• 

b. Dana Perimbangan . 
1) Semula 
2) (Berkurang) 
Jumlah dana berimbangan 
setelah perubahan 

c. Lain-Iainpendapatan daerah yang sah . 
1) Semula Rp, 21:867;255.800,00 
2) Bertambah Rp, J.968,443.200,00 
Jumlah lain-lain pendapatan .; · 
yang sah setelah perubahan 

. ; ·.� . 

. Rp. 23.835.69<.fooo'.bo · ·. · 
.." ' 

(2) Pendapatan asHdaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurcl a terdiii; 
dari jenis pendapatan : 
a. Pajak daerah 

1) Semula Rp. 2.956.665.000,00 
2) Bertambah Rp. 13.417.000,00 
Jumlah pendapatan asli daerah 
setelah perubahan 

b. Retribusi daerah 
1) Semula Rp. 8.472.369.500,00 
2) Bertambah Rp. 1.282.022.500,00 
Jumlah ret daerah setelah perubahan Rp. 9.754.392.000,00 

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang d.ipisahkan 
3) Semula Rp. 593.884.700,00 
4) (Berkurang) Rp. 100.614.700,00 
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang d.ipisahkan Setelah perubahan Rp. 493.270.000,00 
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b. Penerimaan kernbali pernberian pinjaman 
1) Semula Rp. 160:000.000,00 
2) Bertambah Rp. 229.q0�.000,00 
Jumlah penerimaan kembali pembeiian.:J?injaman . . . 
Setelah perubahan · · ... < i ,. :. Rp, 389.503:?32,0b : : : ', 

(3) Pengeluaran sebagaimana climaksud 
;�da �yat 

(1) huruf b-terdiri 
darij1: 

pembiayaan : · ,. · 
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

1) Semula Rp. 500.000.000,00 
2) (Berkurang) Rp. 500.000.000,00 
Jumlah penyertaan modal (investasi) 
Pemerintah daerah Setelah perubahan Rp. 00 

Pasal 5 

Uraian Iebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah' 
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 1, tercantum dalarn larnpiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Larnpiran III 

4. Larnpiran N. 

5. Lampiran V 

6. . Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

8. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

Ringkasan Perubahan APBD; 

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah 
Daerah, Organisasi SKPD; 

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah 
Daerah, Organisasi Sl<PD, Pendapatan, Belanaj dan 
Pernbiayaan; · 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 
Pemerintah Daerah, Organisasi Sl<PD, Program dan 
Kegiatan; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerahdan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Daitar Perubahan [umlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

Dai tar Piu tang Daerah; 

Daitar Penyertaarn Modal (Investasi) Daerah; 

Daitar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah: 

10. Lampiran X Daitar Perkiraan Penarnbahan dan Pengurangan Aset 
Lainnya; 

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelurnnya yang : 
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalarn tahun 
anggaran ini; 

12. Larnpiran XII Daitar Dana Cadangan; 

13. Larnpiran XIII Daitar Pinjarnan Daerahdan Obligasi Daerah. 
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Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tenlang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan _ 
Belanja Daerah sebagai Iandasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 7 

Peraturan daerah ini mulai pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Masamba, 

pad a tanggal, 30 Okto ber 2009 

BUPATI 

Diundangkan di Masamba 

pada tanggal JO Okto ber 2009 

SEKRETARIS DAERAH 

�� 

Drs. H.A. CHAERUL P ANGERANG 

H.M�MUTIY 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UT ARATAHUN 2009 NOMOR: 10 

··,<: 
�-: r';, 

. :. . •. 
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DEWANPERWAKILANRAKYAT·DAERAH 
. KABUPATEN,0LUWU UTA.RA. . 

ALAMAT : Jalan SimpurusiangNo: 2'6 t.1ASAMBA a (0473) 
2n30. :' .: 

' . .• 

.. ; 

: .: 

f 
. 

KEPUTUSAN' . 
DEW AN PERW AKILAN RAKYATDAERAH 

KABUPATEN LUWU lITARA . · .. 
NOMOR: 13 TAHUN 2009 

TENT ANG 

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 
TERHADAPPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2009 KABUPATEN LUWU UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LUWU UTARA 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

b, bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu dituangkan dalam 
Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara, 

L Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 28·Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47); 

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloliiim dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ); · 

8. · Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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DEWAN PERW AKILAN RAKYAT- DAERAH 
KABUPATEN'.'LUWU UTARA. 

ALAMAT : Jalan SimpurusiangNo: 26 MASAMBA S {0473) 2113ff 

KEPUTUSAN: 
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LUWU tftAru\ . , 
NOMOR : 13 T AHUN 2009 

TENT ANG 

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 
TERHADAPPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH 

T AHUN ANGGARAN 2009 KABUP ATEN LUWU UT ARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LUWU UTARA 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu dituangkan dalam 
Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara, 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 28·Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47); 

4. Undang-Undang Nomor O l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); · 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53); 

6, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelol� clan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

7, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Nomor 4421 ); 

8. · Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

I 0. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan. 
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) 
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); · ::· .: 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4138); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) ; · 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :zoos 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); : 

15. Peraturan: Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stand�·-Akuntansi 
Keuangan (Lernbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 "Nomor ,49, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501'); . . .: 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamaii Da�rah 
(Lembaran Negara Republik Indcinesfa Tahun 2005. · Nornor 136, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik IndonesiaNomor 4574 ); . ·' · · 

:,· 

17. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tlihun 2005 tentang DaniPerirnbangari Pajk: ·_. 
Daerah (Lembaran Negara Republik _'Indonesia Tahun 2005 Nornor l37, 
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4575'); .' , . 

. . '.' ·. I: 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang '· Sistem. Jnfonµasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia:.Nomor 4576 );,'-:: / ·_ 

.. " '. . . . . , . t. ., 

19, Peraturari Pemerintah Nornor 57 Tahun 2005, tentang Hibah::K�pada:'Daerah ' ; 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2005 Nomor,,139, Tambahan ·. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ); · · 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noinor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyustinan 
dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4585); :-_' 

- 
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Pasal 4 

Setiap perlakuan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 
Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini, agar tembusannya disampaikan 
kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara. 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal 30 Oktober 2009 

Tembusan Kepada Yth : 
l. Gubemur Propinsi Sul - Se! di Makassar 
2. Bupati Luwu Utara di Masamba · 
3. Pertinggal. 

: ·�· 
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PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SE(Al".<\f·f 
SEKRETARIAT OAERAH 

Jalan Jenderal Urip Surnoharjo Nornor 269 - Telepon 453050 .. .. 
MAKAS�t,,..R, 90,�?1 / 

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELA"i'AN 
NOMOR : 3518/X/TAHUN' 2009 · .. :.:. '• . 

TENTANG;c 

'. 

"''·: .·'· 

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERA� KABUPATEN Ll.iWU,UTARIC 
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGo'.ARAN.2009DAN R'ANCANGAN. 
PERATURAN BUPATI LUWU UT ARA TENfANG P�NJABARAN PE�UBAHAN:· 

APBD TAHUN ANGGARAN 200� . . . 
. .. ,�· . .:�",.�'· ·:'.· . )·: .· 

DE NGAN RAH MAT TUH�� Y{\�0 {:flrd7A ESA 

GUBERNUR SULAWESI SEL4TAN, ' 
\ 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Rancangan Peraluran Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancanqan Peraturan 
Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tah,Gn 
Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan denqan 
kepentinqan umum. Peraturan Perundariq-undanqan yang lebih 
tinggi dan Peraturan Daerah iainny»: 

b. bahwa berdasarkan pertimbanqan sebaqairnana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan 
ten tang Evaluasi Rancangan · Per*ur.an Daerah Kabupaten Luwu 
Utara tentang Perubahan 'AP.BO Tahun Anggaran 2009 dan 
Rancangan · Peraturan Bupali ·· Luwu: Utara , tentang Penjabaran 
Perubahan APBD Tahun An9g;ira!) 2Q09: . 

. , 

1. Undang-Undang Republik lndoriesi� Nomor 29: Tahun 1959 tentang 
Pembentukan oa·eral1-Daerali"'''ri11gl<!at II di Sulawesi Selatan 
(t.embaran Negara Republik ·1ndo'nesic.1 Tahun 1959 Nomor 74. 
Tambahan Lembaran Negara Repu�likllndonesia Nomor 1822); . . . . . . . 

2. Undang-Undang Republil< Indonesia �(omor 12· Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 'Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor '3312) sebaqaimana Ietahdiubah dengan Undang- 
Undang Nornor 12 Tahun · 1rl9'1 · (l .. embaran Negara Republik 
Indonesian Tahun 1904 Nornor (i;., Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 35Gl)):. . .. · . J . . 

3. Undang-Undang Republik lrfrJoi1�siif Nornor 18',Tahun 1997 tentan.g .: 
Pajak Daerari dan Retribusi'Daerah (Lembaran Negara Republik .· 
Indonesia Tahun 1997 Nornor · 41, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norn or 3685) sebaqairnana' telaH diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Leinbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. '"f:,1n1bnhan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 404B): · · · 
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3688): 

5. Undanq-Undanq Republik Indonesia Nornor 17 Tahun 2003 tentanq 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun . 
2003 Nornor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 428.6): 

6. Undang-Undang Republlk Indonesia Nornor 22 Tahun 2003 tentanq 
Susunari dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dew�n' 
Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Oaerah dan Dewan· 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara 'Repubiik Indonesia 
Tahun 2003 'Nornor 92, Tambahan t.ornbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4310); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lornbaran Negara Republik' 
Indonesia Nornor 4355): · 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundanq-undanqan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 No111or 53. Tarnbahan Lembaran 
Negara. Republik Indonesia No1nor 43B:,1: 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentanq 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangari Negara 
{Lembaran Negar.J Repub!ik · lndonesi« Tahun 2004 Nomor ·66,. 
Tambahan Lembaran Negarri Republik Indonesia Nomor 4400): 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 32 Tahun 2004:tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Nepara Republik lndonesia Tahun 
2004 Ncimor 125, Tambahan l.ernbaran Ni'!gara Republik Indonesia; 
Nornor 4437) sebaqaimana' lelah dit.lbah 'dengan Undanq-Undanq" 
Nomor 8 Tahun 2005 lenlang Penetapan Peraturan Pernerintah, 
pengganti Undang-Undang Noriior 3 Tahun' 2005 tentanqPerubahan 
alas Undang-Undang Nomor ;t2 Tahun 2004 tentanfl Perneriritahan 
Daerah · rnenjac] Undang-Unqang .·· (Lemt'iaran Negara Repuolik · 
Indonesia Tahun 2005 Nornor. 10e: Tarnliahan l.ernbaran' Negara·, 
Republik Indonesia Norn or 45.1,8:); : : .: · · . · , 

11. 
Undang-Undang. 

Republik liiab;�esi�'Nomo;r 33- T.ahlin 2D04 
terit;ng,, 

Perirnbanqan Keuangan antara Pernerintah Pusatdan Pernerintah. 
Oaerah (Lembaran Negara RepL1bl(I< IndonesiaTahun 2004 'Nonfor; '. 
126, Tambahari l.ernbaran Nc:gar� 8.lipublik lndonesia Nomcir-4438):/ i • 

12. Peraturan Pemerintah 
Rep�bH�;�nd�nesia 

:Nornir 1'69. T�tiu� 'i�bo" \ < 
ten tang Kedudukan Keuangan. J�¢palh -Pae rah can, W:akil �ep9l,;1;: 
baerah (Lembaran Negara Re'publik lndbnesia Tahu)j 2000 N6rnpr'. 
210, Tarnbahan Lembaran Neg�ra Rep°ul)hk lndonesiaNornor 402�): 

13. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nornor 65 Tahun 2001 ·: 
tentang Pajak Daerah (Lernbaran Negarci Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 118, Tambahan t.embaran i'le(Jara Republik Indonesia 
Nomor 4138); ·; 





Menetapkan 

KESATU 

23. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana 
Operasional; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009; 

MEMUTUSKAN: 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan 
Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2009 adalah sebagai beril<ut : 

L BELANJA: 

1. Tunianqan Fungsional Umum yang dianggarkan pada obyek 
belanja gaji dan tunjangan pegawai pada kode rekening 
x.xx.xx.5.1.1.01.05 agar diubah nomenklaturnya menjadi 
Tunjangan Umum dan dicanturnkan dasar hukumnya yaitu 
Peraturan Presiden Nomor 1;2 Tahun 2006. · 

2. Terdapat SKl:,D yang. men9anggark,Jn keqiatan pengadaan Asset: 
pada Belanja Modal. m,mun · rnasih mengalokasikan secara · 
terpisah komponen biaya tcrkalt dcnqan penqadaan Asset· 
tersebut pada Rekening Obyok Bel�i,ja/ Rlncian Obyek Belanja 
Pegawai (Jan !Jelanja Barann dan ,J,1:;a. sebagai berikut : 

. . ' . 

a. Dinas Pendidikan. Ola!1·RafFl dan Pemuda' terdapat 
0kegiat�n 

Pengad,J,111 Pcralatan C1x1u11j Kantor dengan {jumlah. 
anggaran sebesar Rr,.B0.000.0QU. ' . . . . . \ 

b. Rumah · Sa kit Umurn Dacfra11 Andi Djemma Masarnba.. • 
terdapat keqialan : . 

Pengadaan Peralalari Riimah Tangga dengan .jurnlah 
anggaran sebesar Rp:46/i00.000.- 

. ' . �· : : .· . , 

Pengadaan' Perlengki,priri Rt:rrnah Tangga Rumah Sakit .: " 
denqan jumlah anggar�n sebesar Rp.233:85,0.000,- .: 

c. Dinas Pekerjaan Urnum 

Penqadaan Peralatan · Gedung Kantor 
anggaran sebesar Rp. 1 {G·.J65.000,- 

. -� 
Penyediaan Sar,i'na'·.' dan ,.Prasar�na i P�ngelbt�jn 

,:, 
Pernbanqunan denqan jumlah anpqaran ·., sebesar . 
Rp. 120 000 000,- 
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d. S'ekretariat Daerah, terdapat kegiatan : 

Pengadaan Tanah dengan jumlah anggar�n sebesar 
Rp.2.069 300.000,- .•.. 

. Kegiatan Pensetitikatan Tanah Asset Pernda 
den.gar/ 

.. ' 
. jumlah anggaran sebesar Rp 588.453.bOO,- · .: 

e. Sadan Kepegawaian Da�rah dan Diklat, terdapat keqiatan : .· · 

Penga'daan . Mebeleur der\gr;m jurnlah anggaran . se.��.sar,. • · 
Rp.261 550.000,- . ' 

Pengadaan Kornpuler dsnqan jumlah �nggaran ·. sebesar 
Rp.24.167.500,- . . , 

Hal tersebut lidak sesua! maksud . Peraturaii' 'Menteri daiJm 
Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedornan Penyusunan 
Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .. 
2009, yang menegaskan bahwa unluk penganggaran belanja 
modal tidak hanya sebesar harga beli/ bangun Asset tetapi harus 
ditambah seluruh belanja · yang lerkait denqan pengadaan/ 
pembangunan Asset sarnpai Assel tersobut slap (ligunakan Oleh,; 
karena itu, Belanja Pegawai don/ Jiau Belanja Baranq dan Jasa ·. 
yang terkait dengan penqadaan .Asset tersebut diatas, agar 
oiinteqrasikan kedalarn r�cke:w1g p,,1;,nj2 Modal pada kegiatan 
yang bersanqkutan 

3. Terdapat: beberapa · SKPO yang 111en91rngg.arkan Kegiatan 
Penyediaan Alai Tulis Kantor, Cetakan" dan Penqqandaan 
secara tersendiri, namun pad a setiap k�gia!an' di· SKPD terdapat 
juga Rincian Obyek Belanja 'Alat Tulis Kantor dan/ a tau Rincian 
Obyek Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan. Sehubungan 
dengan hal lersebut. rnaka ' uhtuk: ·m�njamin konsistensi 
penganggaran dan menghiridari terjadmva. !Uhl'j:iang tindih dan 
kerancuan dalam penqanqqaran, agar l(egiatari'Penyediaan Alat 
Tulis Kantor dan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan lersebul diubah nomcnklanlrnya menjadi suatu 
kegiatan tertentu yang sccara substansial ·• diproqrarnkan pad a 
tupoksi yang bersanqkutan. dirnana · kompbnen belanjanya :·. 
memuat Obyek/ Rincian Obvek f3cii;injc1 ATK, Barang Cetakan 
dan Penggandaan dan sebaqainva. • 

Ill. PEMBIA Y AAN : 

Pada Larnpirari II Kolom 7 Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Peruoahan f\Pl30 Tahun Anggaran 2009, belurn 
mencantumkan penjelasan mcngenai dasar hukum penganggaran 
pembiayaan. Hal tersebut tidak sesuai maksud Pas al 102 Ayat (2) 
Huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun .2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 'Daerah sebaqairnana 
telah diubah dengan Peraturan Menleri Dalarn Negeri Nomor !:?$ 
fahun 2007, yarJg rneneqaskan bahwa R,.incangan Peraturan Kepala 
Daerah tentano Penjabaran 'APl30 memuaf penjelasan, untuk 
pembiayaan mencakup dasar bukurri dari surnber penerimaan 
pembiayaan un!u� kelompok renel'imapn pernbiayaan, dan tujuan 
pengeluaran perubiavaan untuk kelompok penge,luaran pembiayaan. . . 

' Percla 1\-al· tb.e 
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